
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KUTA 

SELATAN KABUPATEN BADUNG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG 

TAHUN 2020. 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG NOMOR 403/PP.04.2-

Kpt/5103/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT 

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG   UNTUK PEMILIHAN 

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BADUNG TAHUN 2020 

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Peraturan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh  dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, 

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan 

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh  

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, 

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan 

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelengaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 

Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Badung tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat 

Panitia Pemilihan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Untuk Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020. 

 

 

 



Dasar  Hukum Keputusan Komisi  Pemilihan  Umum  ini adalah  : Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja 

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen 

Pemilihan Aceh  dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan 

Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, 

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

dalam Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh  dan Komisi 

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan 

dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelengaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah di 

ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali 

Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511); 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 

Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota; 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 1042/PP.01.2-

Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan 

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Badung Nomor 2135/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/XII/2019 tentang 

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 

1042/PP.01.2-Kpt/5103/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, 

Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 

Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 

055/PP.04.2-Kpt/5103/KPU-Kab/I/2020  tentang Pedoman Teknis Pembentukan 

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran 

Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 220/PP.04.2-

BA/5103/KPU-Kab/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Badung tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia 

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data 

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020. 

 



Dalam Keputusan KPU Kabupaten Badung Nomor 403/PP.04.2-Kpt/5103/KPU-

Kab/III/2020 diatur tentang : Menetapkan 1. Kadek Martha Trisnayanthi, S.STP, 

Jenis Kelamin : Perempuan, Jabatan : Sekretaris; 2.  Kadek Dwi Antara, Jenis 

Kelamin : Laki-laki, Jabatan : Staf Sekretariat; 3. Ni Luh Juliani, S.Sos, Jenis 

Kelamin : Perempuan, Jabatan : Staf Sekretariat sebagai Sekretariat Panitia 

Pemilihan Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Untuk Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020; Sekretariat Panitia Pemilihan 

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan 

penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020 

ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada 

ketentuan peraturan perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam 

pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana 

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan  

Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020 yang dituangkan 

dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 4011 Tahun 2019 dan Nomor 

999/PP.01.2-SPj/5103/KPU-Kab/X/2019, tanggal 1 Oktober 2019 untuk 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020; Masa Kerja Sekretariat 

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

selama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan bulan 

November Tahun 2020. 

 

CATATAN :   -  Keputusan KPU Kabupaten Badung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal   

5 Maret 2020. 

   


